PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR: 7 TAHUN 2002

TERTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : o Bahwa Peraturan Daersh kabupaten Acch Tenggara
Nomor 19 Tahun 1999 tentang “Retribusi Izin
Trayek™elah diundangkan dalam lembaran Daersh
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 1099
Tenggal 8 Agustus 1999,

a3

Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomar 22
Tahun 1999 temtang * Pemerintahan Daerah * maka
Peraturan Daerah Kabupaten Acch Tenggara Nomor 19

Tahun 1999  pertu  disesumikan  dengan
yang dengen
Derah ; :
Mengingat  : 1. UndangUndang No. 4 Tahun 1074, tentang
¥ Kab Acth T

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
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. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana | Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029 };
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ;

Undang-undang Nomor 22 Tehun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ;

‘Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

. Peraturen Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Kocrdinasi Instansi Vertikal di Daerah { Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyeraban sebagian Urusan Pemerintahan Dalam
Bidang lslu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat [ {Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara
Nomor 3410 );

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tehun 1992 tentang
Fenyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Thik Berat
pada Daerah Tingkat 11 ;




10. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tabun lé&s tentang
Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan ;

1L Paa:wan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
prasarana dan LalumLintas Jalan ;

12. Peraturan Pomerintah Nomor 44 “Tehun 1993 tentang
Kendernen dan Pengemudi ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
K P intah Pusat dan ki \gar
Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;

14.Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 25 .
Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintsh dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi s

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tehun 1607
tentang Penyidik Pegawai Megeri Sipd di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Drerah Tingkat | dan Tingicat 1T :

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 68 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan dengan Kenderaan bermotor ;




Benges Persetujoan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EABUPATER ACEH TERGGARA

HMEMUTUSEAN

plean ¢ DAZRAR ACER
TENTANG RETRIBUSE IZIR TRAYEK.
BAB 1
RETENTUAN UMUR
Pasat 1

Dalam Peraturen Daerah ini yang dimakeud dengan :

b

&

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;

intah Dacrah adalah i Aceh Tenggara ;
Kepala Daerah sdalsh Bupati ksbupaten Aceh tenggars ;

. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh

Tenggara ;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perbubungan Kabupaten Aceh

Tenggara ;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut "Retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi ataw badan

untuk ’ Y g umum pada

suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah ;
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Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tuges tertentu dibidang
retribusi Deerah sequai dengan Feraturan Perundang-undangan yang
berlaku ;

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertsntu adalah keglatan tertantu
Pemerintah Daerah dalam Tangka pemberian izin kepada orang atau
badan yang dimak untul

dan pengawasan |
Sepeda adaleh Kenderaan tidak bermotar roda dua ;

. Kenderaan tidak bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh

tefiaga orang atau hewan ; .

Pemakai jalan adalah pengemudi kenderaan dan/ateu pejalan kaki 5
Jalin adalah diperuntukkan ‘bagi laly Jintas umum ;

Kegiatan f Tuangan, Sumber Daya Alam,
Barang, Prasarana, Sarana etau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

Surat Ketentuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
¥ang terutang ;

- Masa Reteibusi adalah suatu jangka waktu tercentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizlmnmrtmmﬂnrimeﬂnmhﬂmnﬁ;
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Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SRRD adalah Surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penystoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditotapkan Kepale, Dacrah Y

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat menjadi STRD adaleh
Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi
‘berupa bunga dan/atau denda ;

Waflo retribusi adalah orang pribadi ateu badan hukum yang

atau ik 1 jisa  ussha yang
‘bersangkutan ;

adalah kea keg‘afm& untuk  mencari,

dan data/atau | Jeinnys dalam

rangka pcngawanan kepatuhan pemenuhan kewajiban  retribusi
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retritusl adalah serangkaian
tindekan yang dileloukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk
mencarl serta mengumpulkan bulkt yan; dengan bukt itu membuat
tindak pidena dibidang retribusi yang terjadi mu menemukan
tersangkanya ;

Anglkutan adalsh perpindahan orang/atau bnnma dari*sustu tempat
ketempat lain dengan menggunakan kenderaan ;
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. Kenderaan adalah suaty alst yang dapat bergerak dijalan terdisi dari

kenderaan bermotar dan tidalk bermotor ¥
Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan aleh peralatan
teknis yang berada pada kendersan ity :

- Kenderaan Umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan

untuk dipergunekan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

. Mobil Bus adalah setiap kend: bermotor yang d pi Tebih dari

8 {delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik dengen meaupun tanpa perlengkapan pengangkitan bagasi ;

- Mabil penumpang adalah setiap kenderan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi  baik dengan  maupun tanpa  perlengkapan
‘penganglutan bagasi ;
Kenderaan Bermotor Roda Tiga adelah setiap kenderaan yang
dilenghapi dengan 2 (dug) tempat duduk baik dengen maupun tanpa
perlengkapan bagasi ;

- Perusahaan Angiutan Umum adalah perusabean yang menyediakan

jasa angkutan prang/bareng dengan kendernnn di jalan ;
tein Trayek adalah izin yang diverikan kepada perusahaan angiutan

umum  untuk n kegiatan pel: dengan
kenderaan penumpang umum dengan trayek gelurubnya berada di

Daerah,



Trayek adatah lintesan kendersan umum untuk’ pelayanan jasa
angkutan orang dengan bus umum dan mobil penumpang wmum, yang
mempunyai asal-dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal
tetap maupun tidak bérjadwal ;

Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkuan
yeng telah memiliki izn trayek untuk menggunakan kenderaan
‘bermotor cadangannya diluar dari igin trayek yang dimilild ;

Wilnyah Operasi adalah lintasan jasa anglk

wmum tenpa jadwal dan lintasan tetap ;

Jaringan Trayek adalah kumpulen dari trayek-trayek yeng menjadi
satu kegatuan jaringan pelayanan angkutan oreng |

Buku Trayek atau Buku Wilayah Operasi adalah merupeken turunan
dari izin trayek bagi setiap kenderaan yang dioperasikan dijalan yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan ;

Trayek Pedesman adelsh Trayek yeng berada dalam satu wilayah
Kabupaten Aceh Tengpara ;

. Kartu Operasi adalsh Kart bagi kenderasn Pengangkutan Unnum ;
. lzin Usaha adaleh f2in yang diberikan kepada suatu Badan Usaha

untuk kegiatan dlis jasa orang
dan.atau barang dengan kenderaan umum .




BAB 11 4
RAMA, OBJ2X, SUBJRE DAN WAJTE RETRIBUST
Pagal 3
Dengan nama Retrioust lbt ‘Trayek dipungut Retribust sebagal perayaratan
atas pemberian Jrin Trayek, kepada orang pribadi ataw badan hulum
untuk i e t umura pada trayek
tertentu maupun tidak pada trayek di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3
(1) Objek retribusi adalah sctiap pemberian lzin Trayek angkutan orang

kepada orang pribadi dan /atau badan hukym ,
(2} ‘Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan /atau badan hukum yang
memperoleh fzin Trayck angkutan orang .

{3) Wajib Rowibusi adalah orang pribedi dan /atau yang menurut

¥ 2 retribusi diwaj untuk
pembayaran  retribusi  termasuk PemMuUnguten  atau  pemotongan

retribusi tertentu

BAB I
IZIH TRAYEK
Paral 4
(1) Setiap Perusahaan angkutan Penumpang Umum untuk melakukan
kegiatan pelayanan angkutan pada Trayek tetap dan teratur
selurubnya berada di Daerah Kabupaten Acch Tenggara wajih memiliki
Izin Trayek dart Kepala Daerab .
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{2) lzin Operasi dib kepada qi'u (1) diatan
diberikan kepada becak bermotor setelah mempunyei izin usaha
angkutan , .

(3] tzin Trayek sebagaimana dimeksud pada ayat {1) diberikan kepada

k mobil umum dan mobil bus umum

setelah mempunyai Isin Usahe Angkutan .

{4} Tata cara untuk memperaloh 1z Trayek schagaimana dimakeud pada
eyat {1] akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

(5) Izin Trayek Angkutan Mobil Penumpang Umum dan Bus Umum
‘berlaku selama 5 (limej tahun .

BAR IV
1ZIN OPERAST
Posnl 5
(1) Setiap Angkutan Penumpang Umum untuk melakukan kegiatan

pelayanan anglulan tidak dalam Trayek wajib memiliki Tzin Opernei,

12) lzin Operasi dapat diberikan setelah memilik Izin Usaha Anglautan .

(3) lzin Operasi sebageimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berlaky
selama 5 { lima  tahun .

(4) Tata cara untuk memperaleh Izin Operasi diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah .




Pesal & .
Angkutan Penumpang Usaum yang digerakken oleh tenaga orang atau
hewan | kenderasn tidek bermotor ) akan diatur Jebih lanjut oleh Kepala

Daerah .
BAB .V
BUKU TRAYEK /BURU WILAYAH OPERASL /KARTU OFERAS]
Pasal 7

{1] Buku Trayek diberikan untuk kenderaan Mobil Penumpang Umum dan
Bus Umum,

(2) Buku Wilayah  Operasi  diberkan  untuk  kendersan  becak
bermotor tskei.

(3) Kartu Operasi diberikan untuk becak kendersan roda 3 (tigs) tidak
‘bermotor

Pasal 8
Buku Trayek dan Buku Wilayah Operasi /Kartu Operasi diberikan setelsh
membayar Rteribusi.

Posal 9
Bentuk Buku Trayek, Buku Wilayah Operasi dan Kartu Operasi akan

diatur lebih ianjut oleh Kepala Daerah .




BAB V1

PENAMBAHAN/PENGISIAN PLAFOND DAN WARNA CAT
EENDERAAN/LOGO KERDERAAN

Fasal 10
(1) Untuk penambehan Pengisian plafond yang ditetapken dalem Tzin
Trayek/izin Operasi terlebili dahulu harus mendapatkan persetujuan
dari Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Perbibungan Kabupaten Acch
Tenggara .
(2) Setiap Perusehaan yang telah mendapat Tsin ‘Trayek /lzin Operesi

untuk warna cat kendk umum  maupun logo

perusahaan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah c/q Kepala
Dinas Perhubungan.

6] tata. cara juan untuk juan sesusi

dengan ayat (1} dan (2} dimaksud aken diatur lebih lanjut oleh Kepaia

Daerah .

BAB VI
IZIN IRGIDENTIL
Pusal 11 §
(1) 7zn Insidentil merupaken Izin yang dapat 'diberikan  kepada
Perusahasn angkutan yang telah memiliki lain trayek .
(2) Izin Insidentil Izin yang diberikan kepada L ) guna
khusus dimana pel diluar trayek yang diberikan .




1
3 lzin insidentil hanya diberikan untuk saty kali p!rja]ax;nn pulang pergi
dan berlaku paling lama 14 | empat belas }hari .
(.4] Tata cara pemberian Isin Insidentil Isbih lanjut akan diatur oleh Kepala
Daerah .
BAB v

CARA TINGEAT AR JASA
) Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan :
a. Jumlah Unit Kenderaan.

b. Jenis Kenderaan .

BAB IX
PRINSIF DAN DALAM
DAN BESARNYA TARDF
Paeal 13
1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retsibusi ﬁdamhmpﬂdapmlberinnhjnwek,'hh Operasi.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat {1) pasal meliputi komponen
biaya survei lapangan dan biaya transportesi dakun Tangka
pengendalian dan pengawasan .




BAR X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUST
Pazal 14
(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD,
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana
mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan .

{3} Bentuk dan Tsi SKRD i dimaksud ayat (2] ditetapkan oleh
Kepala Daerah .
BAR X1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
{1) Strulctur tarip retribusi di by jenia dan

jumlah tempat duduk.
(2) Tarip Retribusi Iein Trayek Angkutan Mobil Penumpang UmumfBus
Umum pertahun perkenderasn sebagai berilont |
. Mobil Penumpang Umum dengan kapasitas tempet duduk 1 s/d 8
Rp. 200.000,-

4

. Mabil Bus Umum dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 25 Rp.
275.000,-.

¢ Mobil Bus Umum dengan kapasitas tempat duduk 26 keatas -

Rp.315.000,-,




{3} Tarip Retribusi lzin Operasi pertahun per kenderaan sebagai berikut:
a Takol Rp. 100.000,-,
b. Becak Bermotor Roda 3 (tiga } Rp. 35.000,
c. Angkutan Penumpang Umum lainnye  Rp. 25.000,-
. (4} Tarip Retribusi lzin Inaidentll untuk satu kali perjalanan pulang pergi
sebesar Rp.

Pesal 16
Kepada Instansi pemungnt diberikan upah pungut sebessr 5 % (lima
persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas,

BAE X1
HASA RETRIEUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 17
Maea retribusi adalah jangka waltu tertentu yang lamanya ditetapken oleh
Kepala Dacrah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi

terutang .

Pasal 18
Retribusi terutang terjadi pada sast ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan .




BAB Xmt
WILAYAH PENUNGUTAN
Pusal 19
retribusi dilak di Daerah Kab Aceh Tenggara .

SANKSE ADMINIETRAST
Pasal 20 ;
Dalem hel wajis retribusi tidak membayar tepat pada waktunya ateu

Kurang ayar, sanksi admini i berupa denda sebesar
2% { dua persen) setiap bulan dari retribuei yang terutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTRD,

BAB XV
TATACARA PEMUNQUTAN
Pewal 21
1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
" yang dipersamaken .

BAB XVI
TATACARA FEMBAYARAN
Psaal 32
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secars tunai/lmas .
12) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang
ditentukan sesuai walktu yang ditentulan dengan ‘menggunakan SKRD.




"

) Dalam hal pembayaran di tempnt Tin yang ditunguk, maka hasi
penerimaan vetribuai harus disetor ke Kas Daerah sclambat-lambat 1 x

24 jom atau dalam walctu yang ditentukan oleh Kepala Dacrah .

BAB XvViL
TATACARA PERAGIHAR
Pazal 33 °

{1} Pengelusran surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelakeansan penegihan retribusi dikeluarkan segera.
setelah 7 fiujuh) hari sejak jatub tempo pembayaran .

{2) Dalam jasighe. 7 {tujub) hari sctelah tanggal surst teguranperingatan |
sural lain yang scjcnis, wajib retribusi harus mehunasi retribusi yang
terutang .

{3) Surat teguran sebagaimann dimaksud pada ayat {1} pesal ini
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjul .

Basal 24
Bentuk-bentuk formulir yang di uniuk pelak
retribusi ecbagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini
ditetapkan olsh Kepala Dasrah .

BAB XV
, DAR
Pasal 28

{1} Kepala Dacrsh dapat memberiken pengurangan, keringanen,
keringanan dan pembebasan rotritusi,

(2} Tatacara Keri dan beb retribusi

sebagaimana dimaksud peda ayat (1) pasal ini ditetapkan ocleh Kepala
Daerah .




BAB XX
TATACARA PEMBETULAN, FENGURANGAN PERETAPAN,

ATAU BARKSE
ADMINISTRABI DAN PEMBATALAN
Pasal 26
(1) Wejibo retribusi dapat i b SKRD dan
STRD yang dalam p rerdapat tulis, kesalsh,

hitung dan atau kekelirvan dslam penerapan Peraturan Perundang:
undangan Retribusi Daerah .
(2) Wajib Retribusi dapat i atau

h sanksi adrmini i berupa atay kenaiken
retribusi yang terhutang dalam hel sanksi tersebut dikenakan kerena
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kerena kesalahannys .

{3) Wajib Retribusi dapat i atau

pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar .

“ i i pesal ayat (1),
dan sanksi
bugai i ayat {2) dan pembatalan ahrus

disampaikan secara tertulis oleh Wajib vetribusi kepada Bupati, atau
pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh | hari sejol tanggal
diterimanay SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yeng jelas

dan i untuk
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5) atas permchonan ‘pud.l ayat (3)
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk paling lama 30
(tiga puluh ) hari sejak permohonan diterima .

(6) Apabila setelah lownt 3 (tiga) bulan sebagaimana dimeksud pada ayat §
Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka

sanksi ini dan lan disnggap di ll

{1} Wajib Rteribusi wajib berhak mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupad untuk
pembayaran retribusi .

(2) Atns dasar i pada ayal {1) atse
kelebihan pombayaran retribuei© dapat langsung diperhitungkan
terlebih dehulu dengen utang retribusi dan atau sanksi adminitrasi
berupa denda oleh Bm.mi " '

(3) Atas pe hy i i ayat (2) yang berhak atas

kelebihan pembayeran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayaran retvibusi selanjutnya .



Pasal 36
(1) Dalam hal kelebihan peiibayaran réribusi yang maeih tersina setslah

peda pasal 22
diterbitkan SKRDLB pafing lambat 2 {dus) bulan mejak diterimanya

v retribusi .
(2) Kelsbihan retribusi sehagai imaksud pada ayat (1)

dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dus) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

@ i retribusi actelah lewat
walktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati memberikan
imbalan buvga 2 % [ dua persen) schulan atas keterlambatannys
pembayaran kelebihan retsTbisi .

Pasal 29
m i i dimalk dalam pasal 15 dilakuken

dengan menerbitkan Surat Perittah membayar kelebihan retribusi -
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasat 22 diterbitkan
bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti embayaran.

BAB XKI
TATACARA FENVELTSAIAN EERERATAN
Passl 30
{1} Wajib retribusi dapat i ¢ atas SKRD

den STRD.
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E = i pada ayat (1) harus

disampaikan secara tertulis kepada Bupati atan pejabat yang dibunjuk
paling lama 2 (dua) bulan scjak tanggal SKRD den STRD.
Pengajuan tidak menunda.

P i i pada ayat {1} dan ayat
(2} harus diputuskes oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalnm

jangka waktu 6 fenam) bulan sejek tenggel surat permohonan

keberatan diterima .

GAB KX
EADALUARBA
Pamal 31
Hak untuk Takul il retribusi  kadah petelah

melampaui jangka wakeu 3 (tiga) tahun terhitung sejak sast
terutangaya retribuat, kecuali apabila wagib retiibusi melekukan tindak
pidana dibidang retribusi .

pada ayat (1) pasal ini
tertangguh apabila :

& Diterbitkan Surat Teguran .

b. Ada penpakuan utang retribusi dari waiib retribusi baik langsung

maupun tidalk langsung .




TAB K0T
FEMBIMAAN | PEEGAWABAR
Fassl 33
Pembinaan den pengawasan teknie terhadap polaksanaan lein Usaha

Angktan @i Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh Kepala
Daerah Cq. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Anghutan Jalan Kabupaten Aceh
‘Tenggara .

(1) Barang siap yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Peraturen Daerah ini diancam pidan kurungan sslame-lamanya
6 (enamj bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-
{lima juta rupiah ).

(2) Tindak Pidana sebapaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adslah
pelanggaran

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat {1) pasal ini, terhadap yang
tidak mematuhi Peraturan Deerah ini dapat dilakulan upaya peksa
dengan i biaya paksasn kan hukum ya atau
sebagian kepada pelanggar vang akan ditetapken kemudian sesuai

dengan tingkat kemahalan hidup.
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AR XRV
PENTIDIRAW
Pazal 34
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah
diberi wewenang  khusus sebagai penyidik  untuk melakukan
penyidikan tindek pidana dibidang Retribusi Daerah,

g penyidik sebapad i pada ayat (1) pasal ini
adalah ;

a. mencari, dan meneliti % atau

Iaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
dan agar keterangan atau laparan terssbut menjadi lenghap .

" b. Meneliti, mencari dan ! § orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .

©. Meminta keterangan dan bahao bukti dari erang pribadi atau badan
schubungan dengan tindaka pidana di bidang Retribusi Dacrah .

4. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
serta meiakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .

e untulk s

pencatatan dan dekumen-dokumen lain serta melakukan pengitaan
terhadap barang bukti tersebut .

Meminta bantusn tenaga ahli dalam rangke pelaksanaan tuges
penyidiken tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.




@

24

w

. Menyuruh berkenti, melarang ssecorang meninggalkan rusngan
atau tempat pads saat pemerikssan ssdang beriangeung dan
memeriken identitzs erang atau dokumen yang dibaswa sebagaimana

dimakaud pada huruf e,

=

Memotret sessorang atav yang berkaitan dengan tindak pidana .
dibidang Retribusi Daerah .

;ﬁ
Memanggl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebegai tersangka atau sakai .
Menghentikan

widiken ,

Ed

Melakukan tindnlen lain yang perlu unmk kelancaran penyidilan
tindak pidana dibidang Fetribusi Daersh menurut hukum yang

dapat dipertanggung jawablearn .

pada  ayat (1] pasal ini

metmberitahukan penyidikan dan hasil

penyidikan kepads Penuntul Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidane

BAE EXVT
EETERTUAN FERALIHAN
Pazal 35

Dalam wektu 6 fenam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

yang telah lzin Trayek sebelum ditetapkan




Peraturan Daerah ind i i b yang

dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XXvD
EETENTUAN FENUTUP
Pazal 36
{1} Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daersh ini sepanjang

lal akan di n lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Daerah .
(2] Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah
Rabupaten Acch Tenggara Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Retribusi
Tzin Trayek dinyatakan tidak berialy Jagi,

Pasal 37
Peraturan Dasrah ini mulal berdako scjak diundangkan ,

Agar setiap orang i T
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Tenggara .
a8 DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADAT, ol

BUPATI ACEH TENGGARA

Diundangkan di : Kutacane ey
Eada Tangeal : 12 April 2002 Drs. H. ARMEN DESKY
SEKRETARIS DAERAH KAI!UPATEN’

ACEH TENGG:
(kpf[)to

o H SOPAN SEBA
Pombina Utama Muda
Nip. 390 006 419

LEMBEARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 7
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